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PENDAHULUAN

Sertifikasi halal saat ini bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan telah menjadi
instrumen legalitas yang menentukan daya saing produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
untuk dapat bersaing dan masuk ke rantai pasok yang lebih luas, termasuk pasar modern dan pasar
ekspor. Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, dan jasa terkait diatur secara tegas
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan
pelaksanaannya, yang mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat halal atas produk yang beredar di
wilayah Indonesia. Regulasi ini mengubah status sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela
menjadi kewajiban hukum, sekaligus menegaskan peran Pendamping Proses Produk Halal dalam
membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban tersebut (Faridah, 2019).

Di sisi lain, pelaku UMKM skala mikro dan rumahan kerap menghadapi kendala dalam memenuhi
kewajiban sertifikasi halal, baik dari sisi pemahaman regulasi, keterbatasan literasi digital dalam
mengoperasikan sistem pendaftaran daring SIHALAL, maupun keterbatasan biaya dan waktu untuk
mengurus proses sertifikasi secara mandiri. Berbagai studi terdahulu memperkuat temuan ini: pelaku
UMKM di Jatinangor terbukti belum sepenuhnya memahami kewajiban sertifikasi halal atas produk
makanan yang mereka pasarkan(Akim et al., 2019), sementara kajian atas UMKM kuliner di Banten
menunjukkan bahwa hambatan literasi digital dan kelengkapan dokumen menjadi penghalang utama
keberhasilan skema self-declare (Ulum, 2024). Kondisi serupa juga ditemukan pada persepsi pelaku
usaha mikro terhadap proses sertifikasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),
yang masih diwarnai ketidaktahuan prosedural dan keraguan terhadap manfaat ekonomi sertifikasi (Devi
& Mutoharoh, 2024). Kajian atas UMKM di Kabupaten Bekasi turut menegaskan bahwa sertifikasi halal
berkorelasi positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan perluasan pasar, sehingga
keterlambatan sertifikasi berpotensi menghambat pertumbuhan usaha itu sendiri (Camelia et al., 2024).

Kondisi keterbatasan tersebut banyak ditemukan pada sentra UMKM makanan ringan di wilayah
perdesaan, salah satunya di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, yang
memiliki potensi produksi makanan ringan rumahan namun belum banyak yang tersertifikasi halal.
Berbagai program pendampingan sertifikasi halal berbasis self-declare telah dilaksanakan oleh
perguruan tinggi di berbagai wilayah, seperti pendampingan bagi UMKM binaan Pusat Layanan Usaha
Terpadu di Sulawesi Selatan yang berhasil mengantarkan 32 dari 40 UMKM memperoleh sertifikat halal
(ITham, 2022), maupun pendampingan gratis skema SEHATI bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas
yang menegaskan pentingnya pendekatan langsung dan personal, bukan sekadar sosialisasi satu arah
(Pardiansyah et al., 2022). Temuan-temuan ini memperkuat premis bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan sertifikasi halal di tingkat akar rumput sangat ditentukan oleh kehadiran pendamping yang
aktif menjembatani regulasi negara dengan kapasitas riil pelaku usaha mikro.

Kerangka Teori Maqashid Al-Syariah

Dari perspektif keilmuan hukum ekonomi syariah, keterkaitan sertifikasi halal dengan teori
magqashid al-syariah telah banyak dikaji. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat
mengklasifikasikan tujuan hukum Islam (maqashid al-mukallaf) ke dalam tiga tingkatan kemaslahatan,
yaitu dharuriyat (kebutuhan pokok/esensial), hajiyat (kebutuhan sekunder yang meringankan kesulitan),
dan tahsiniyat (kebutuhan penyempurna yang berkaitan dengan kepatutan dan akhlak mulia). Ketiga
tingkatan ini saling berkaitan secara hierarkis: kerusakan pada maqashid dharuriyat akan berdampak
pada rusaknya maqashid hajiyat dan tahsiniyat, namun tidak berlaku sebaliknya. Kerangka ini relevan
digunakan untuk memetakan kedudukan sertifikasi halal sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan
dharuriyat berupa penjagaan agama (hifz al-din) dan penjagaan harta (hifz al-mal) bagi konsumen
maupun pelaku usaha Muslim (A’yun, 2025).

Auda, 2008) dalam kajiannya mengenai maqashid al-syariah sebagai filosofi hukum Islam
menegaskan bahwa pendekatan maqashid tidak boleh dipahami secara statis, melainkan sebagai sistem
yang terus berkembang (systems approach) untuk merespons perubahan sosial-ekonomi, termasuk
dalam konteks regulasi kontemporer seperti jaminan produk halal. Sertifikasi halal dipahami sebagai
instrumen yang berorientasi pada penjagaan lima aspek dasar kehidupan manusia (al-dharuriyyat al-
khams) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sekaligus menjadi wujud perlindungan konsumen
Muslim dari ketidakpastian status kehalalan suatu produk (Al Mustagim, 2023). Dengan demikian,
kewajiban sertifikasi halal tidak dapat dipandang semata sebagai beban administratif belaka, melainkan
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sebagai bagian dari upaya mewujudkan maslahah bagi produsen dan konsumen sekaligus, sejalan
dengan tujuan tertinggi syariat Islam untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (jalb
al-mashalih wa dar'u al-mafasid).

Literasi Digital dan Pendampingan Berbasis Komunitas

Selain aspek regulasi dan teori maqashid, keberhasilan sertifikasi halal skema self-declare juga
sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital pelaku usaha, mengingat proses pendaftaran dilakukan
sepenuhnya melalui sistem elektronik SIHALAL. Berbagai program pengabdian masyarakat yang
menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan Community-Based Research
(CBR) terbukti efektif meningkatkan kapasitas digital pelaku UMKM perdesaan, sebagaimana
ditemukan pada program pemberdayaan UMKM Desa Plemahan melalui pelatihan digital marketing
partisipatif yang melibatkan peserta pada setiap tahap perencanaan hingga evaluasi (Diyah Pertywi
Setyawati et al., 2026). Pendekatan partisipatif semacam ini menempatkan pelaku usaha bukan sekadar
objek sosialisasi, melainkan subjek aktif yang turut menentukan arah dan kebutuhan pendampingan,
sebuah prinsip yang juga diadopsi dalam desain kegiatan pendampingan sertifikasi halal di Desa
Alasbuluh.

Kajian normatif-kualitatif atas kepatuhan halal UMKM juga menegaskan bahwa sertifikasi halal
memiliki dasar konseptual yang kuat pada prinsip maslahah dan kepastian hukum, sekaligus berfungsi
sebagai instrumen mitigasi risiko hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen (Suhartini, 2024). Namun
demikian, tanpa disertai pendampingan teknis yang memadai, ketersediaan regulasi dan sistem digital
semata tidak cukup untuk mendorong partisipasi aktif UMKM mikro dalam program sertifikasi,
mengingat kesenjangan kapasitas literasi hukum dan digital yang masih lebar di banyak wilayah
perdesaan Indonesia.

Kesenjangan, Novelty, dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan (gap) antara ketersediaan regulasi sertifikasi
halal yang komprehensif dengan kapasitas riil UMKM mikro perdesaan untuk memenuhinya secara
mandiri, khususnya pada sentra makanan ringan yang belum pernah mendapatkan program
pendampingan sertifikasi halal yang sistematis dan berkelanjutan. Novelty artikel ini terletak pada
penyajian model pendampingan sertifikasi halal self-declare yang memadukan edukasi konseptual
berbasis maqashid al-syariah mencakup tiga tingkatan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat dengan
pendampingan teknis langsung berbasis kemitraan perguruan tinggi keagamaan Islam dan desa,
sekaligus menempatkan kegiatan tersebut sebagai laboratorium pembelajaran lapangan bagi mahasiswa
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Artikel ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan pokok:
pertama, bagaimana pelaksanaan dan dampak pendampingan sertifikasi halal self-declare bagi UMKM
makanan ringan di Desa Alasbuluh pada aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan peserta; dan kedua,
bagaimana kegiatan tersebut dapat dimaknai dan dianalisis dalam kerangka teori maqashid al-syariah,
khususnya pada dimensi hifz al-din dan hifz al-mal.

Tujuan artikel ini secara umum adalah mendokumentasikan dan menganalisis secara akademik
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan sertifikasi halal, sehingga
dapat menjadi rujukan model pendampingan serupa bagi perguruan tinggi lain, khususnya perguruan
tinggi keagamaan Islam yang memiliki program studi hukum ekonomi syariah, dalam merancang
kegiatan tridarma yang aplikatif dan berdampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi umat berbasis
komunitas.

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian dan kegiatan pengabdian terdahulu telah mengangkat tema pendampingan
sertifikasi halal bagi UMKM dengan konteks dan pendekatan yang beragam. Pendampingan berbasis
Pusat Layanan Usaha Terpadu di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pendekatan kurasi bertahap
yang diikuti pendampingan teknis mampu mengantarkan mayoritas peserta hingga tahap penerbitan
sertifikat halal resmi dalam kurun waktu empat bulan (Ilham, 2022). Sementara itu, pendampingan
skema SEHATI di Desa Domas menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan yang bersifat
gratis sebagai faktor pendorong partisipasi UMKM mikro yang sebelumnya enggan mengurus sertifikasi
karena pertimbangan biaya (Pardiansyah et al., 2022).

Berbeda dengan kedua studi tersebut yang berfokus pada UMKM binaan lembaga pemerintah
atau berbasis wilayah perkotaan, kegiatan pendampingan di Desa Alasbuluh menyasar UMKM rumahan
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di wilayah perdesaan yang belum pernah tersentuh program pendampingan sertifikasi halal sebelumnya,
sekaligus mengintegrasikan kerangka analisis maqashid al-syariah sebagai pisau bedah teoretis atas
pelaksanaan kegiatan sebuah pendekatan yang relatif jarang ditemukan pada laporan-laporan
pengabdian sertifikasi halal yang cenderung bersifat deskriptif-teknis semata. Perbandingan ini
menegaskan posisi kebaruan (novelty) kegiatan sekaligus menunjukkan bahwa model pendampingan
berbasis kampus dengan pendekatan personal dan partisipatif dapat direplikasi lintas konteks geografis,
baik perkotaan maupun perdesaan, sepanjang memperhatikan karakteristik dan kapasitas literasi masing-
masing kelompok sasaran.

.METODE

Desain dan Pendekatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas
(community-based participatory action) yang memadukan tahap edukasi, konsultasi, dan pendampingan
teknis langsung (hands-on assistance). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Participatory Action
Research (PAR) yang menempatkan pelaku usaha sebagai subjek aktif dalam setiap tahap kegiatan,
bukan sekadar penerima informasi pasif, sebagaimana terbukti efektif pada berbagai program
pemberdayaan UMKM berbasis digital dan literasi hukum di wilayah perdesaan (Diyah Pertywi
Setyawati et al., 2026). Pendekatan ini dipilih agar pendampingan tidak berhenti pada tahap sosialisasi
satu arah, sebagaimana lazim ditemukan pada program-program sejenis yang bersifat birokratis dan
berjarak dari kebutuhan riil pelaku usaha.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, bertempat di kampus Sekolah Tinggi Agama
Islam (STAI) Nurul Abror Al-Robbaniyin, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilihan lokasi kampus sebagai
tempat pelaksanaan didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas bagi peserta UMKM dari Desa
Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, yang secara geografis relatif berdekatan dengan kampus, sehingga
memudahkan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan secara intensif dalam satu hari penuh.

Subjek Kegiatan

Subjek dampingan dalam kegiatan ini adalah 10 (sepuluh) pelaku UMKM makanan ringan di
Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan subjek dilakukan melalui
koordinasi bersama perangkat desa dengan kriteria awal: pelaku usaha rumahan berskala mikro yang
memproduksi makanan ringan atau kudapan tradisional dan belum memiliki sertifikat halal resmi dari
BPJPH. Tim pelaksana kegiatan terdiri atas tiga dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI
Nurul Abror Al-Robbaniyin bertindak sebagai penanggung jawab edukasi konsep halal, konsultasi
regulasi, dan supervisi teknis serta dua mahasiswi semester VI Program Studi yang sama, yang berperan
sebagai pendamping teknis lapangan di bawah supervisi langsung dosen.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi partisipatif oleh tim pelaksana
selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, mencakup pengamatan atas respons, pertanyaan, dan
tingkat partisipasi peserta pada setiap sesi. Kedua, konsultasi individual dengan masing-masing peserta
UMKM untuk menggali kondisi spesifik produk, bahan baku, proses produksi, dan kendala administratif
yang dihadapi. Ketiga, dokumentasi proses pendampingan berupa catatan lapangan, lembar bedah
produk, serta hasil simulasi pengisian dokumen pendaftaran melalui sistem SIHALAL. Ketiga sumber
data ini digunakan secara triangulatif untuk memetakan kondisi peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui delapan tahapan sistematis. Tahap pertama adalah
persiapan, meliputi koordinasi internal tim pelaksana, penyusunan materi edukasi dan instrumen
pendampingan, serta koordinasi dengan perangkat Desa Alasbuluh untuk penjaringan calon peserta
UMKM. Tahap kedua adalah sosialisasi awal, yaitu penyampaian informasi kepada calon peserta
mengenai maksud, tujuan, dan mekanisme kegiatan pendampingan yang akan dilaksanakan di kampus
STAI Nurul Abror Al-Robbaniyin.

Tahap ketiga adalah edukasi konsep halal, berupa penyampaian materi mengenai konsep halal-
haram dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta relevansinya terhadap kualitas dan daya saing
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produk UMKM, disampaikan secara interaktif agar peserta dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi
langsung dengan narasumber. Tahap keempat adalah edukasi regulasi dan prosedur, mencakup
pemaparan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
jenis skema sertifikasi (reguler dan self-declare), serta persyaratan administratif yang harus dipenuhi
pelaku usaha.

Tahap kelima adalah bedah produk, yaitu sesi identifikasi dan pemeriksaan awal terhadap bahan
baku, proses produksi, dan pengemasan produk masing-masing peserta untuk menilai kesiapan
pengajuan sertifikasi halal. Tahap keenam adalah simulasi pengisian dokumen, berupa praktik langsung
pengisian data dan dokumen pendaftaran melalui sistem SIHALAL secara terbimbing oleh tim dosen
dan mahasiswa pendamping. Tahap ketujuh adalah seleksi dan pendampingan lanjutan, yaitu penetapan
UMKM yang memenuhi syarat administratif untuk didampingi secara penuh dan gratis hingga
pengajuan sertifikasi rampung. Tahap kedelapan adalah evaluasi dan pelaporan, mencakup evaluasi
keberhasilan kegiatan berdasarkan capaian pemahaman peserta dan progres pengajuan sertifikasi, serta
penyusunan laporan kegiatan sebagai dasar penyusunan artikel ini.

Prosedur Seleksi Penerima Pendampingan Lanjutan

Pemilihan penerima pendampingan lanjutan dilakukan melalui penilaian kelayakan administratif
dua tahap. Pada tahap pertama, seluruh 10 pelaku UMKM yang hadir mengikuti sesi edukasi dan
konsultasi awal. Pada tahap kedua, dilakukan penilaian kelayakan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1)
kelengkapan legalitas dasar usaha berupa Nomor Induk Berusaha; (2) kejelasan bahan baku dan proses
produksi yang tidak menggunakan bahan yang tergolong haram atau syubhat; (3) kesiapan dokumen
administratif pendukung; dan (4) komitmen pelaku usaha untuk menindaklanjuti proses pengajuan
hingga tuntas. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih 5 (lima) UMKM yang memenuhi syarat untuk
mendapatkan pendampingan teknis penuh secara gratis, sementara 5 UMKM lainnya tetap memperoleh
manfaat dari sesi edukasi dan konsultasi regulasi, dengan rencana tindak lanjut pendampingan pada
periode berikutnya setelah kelengkapan administratif mereka terpenuhi.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memetakan perubahan pada tiga
aspek utama, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan tindakan nyata (psikomotorik/praktis)
peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi awal peserta
hasil asesmen pada tahap sosialisasi dengan kondisi akhir hasil observasi pada tahap simulasi dan
seleksi. Selanjutnya, temuan lapangan dianalisis secara normatif dengan merujuk pada kerangka teori
magqashid al-syariah, khususnya konsep dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat menurut Asy-Syatibi, untuk
memaknai kedudukan dan signifikansi kegiatan pendampingan sertifikasi halal dalam perspektif hukum
ekonomi syariah.

Definisi Operasional

Untuk memastikan kejelasan pemaknaan istilah yang digunakan dalam kegiatan ini, beberapa
konsep kunci didefinisikan secara operasional sebagai berikut. Pendampingan sertifikasi halal diartikan
sebagai serangkaian kegiatan edukasi, konsultasi, dan bantuan teknis yang diberikan tim pelaksana
kepada pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan pengajuan sertifikat halal. Skema self-declare
diartikan sebagai mekanisme pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha berisiko rendah yang dapat
menyatakan sendiri kehalalan produknya dengan pendampingan Pendamping Proses Produk Halal,
tanpa melalui uji laboratorium sebagaimana skema reguler. Dampak perubahan pengetahuan, sikap, dan
tindakan diukur secara kualitatif berdasarkan perbandingan kondisi peserta pada tahap awal (sosialisasi)
dan tahap akhir (simulasi dan seleksi) kegiatan.

Etika Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan memperhatikan prinsip etika pengabdian kepada masyarakat, meliputi
persetujuan sukarela peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tanpa paksaan, transparansi
mengenai tujuan dan mekanisme penggunaan data yang diperoleh selama proses konsultasi dan bedah
produk, serta jaminan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan tidak dipungut biaya apa pun bagi peserta.
Data dan dokumentasi yang diperoleh selama kegiatan digunakan semata untuk keperluan pelaporan
kegiatan dan penyusunan artikel ilmiah, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi bisnis yang bersifat
sensitif bagi masing-masing UMKM peserta.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini memberikan sejumlah dampak
perubahan yang dapat diamati baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun tindakan nyata pelaku
UMKM peserta. Secara umum, dampak perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek
berikut, yang diuraikan secara berturut-turut pada subbagian di bawah ini.

Aspek Pengetahuan (Kognitif)

Sebelum kegiatan, mayoritas peserta belum memahami secara utuh perbedaan antara konsep halal
dalam pengertian umum dengan kepatuhan halal (halal compliance) yang terstandardisasi secara hukum.
Banyak peserta menganggap bahwa selama bahan baku yang digunakan tidak mengandung unsur yang
secara umum diketahui haram, seperti babi atau alkohol, maka produk mereka otomatis dapat
dikategorikan halal tanpa perlu proses sertifikasi formal. Pemahaman ini sejalan dengan temuan pada
UMKM di Jatinangor yang menunjukkan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban
sertifikasi halal formal (Akim et al., 2019).

Setelah mengikuti sesi edukasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai unsur-
unsur yang menjadi objek pemeriksaan kehalalan, mulai dari bahan baku, bahan tambahan, proses
produksi, hingga pengemasan, serta memahami perbedaan antara skema sertifikasi reguler dan skema
self-declare yang lebih relevan bagi skala usaha mikro dengan risiko produk rendah. Peningkatan
pemahaman ini juga mencakup kesadaran akan pentingnya titik kritis kehalalan (critical control point)
pada proses produksi, seperti kemungkinan kontaminasi silang pada peralatan yang digunakan bersama
untuk produk lain. Temuan ini sejalan dengan hasil pendampingan pada UMKM binaan PLUT Sulawesi
Selatan, yang menekankan pentingnya edukasi awal sebelum peserta memasuki tahap kurasi dan
pengajuan dokumen (Ilham, 2022).

Aspek Sikap (Afektif)

Antusiasme peserta yang tinggi, terutama pada sesi bedah produk dan simulasi pengisian
dokumen sertifikasi via sistem SIHALAL, menunjukkan perubahan sikap dari yang semula memandang
sertifikasi halal sebagai prosedur birokratis yang rumit dan mahal, menjadi lebih terbuka dan termotivasi
untuk mengurus sertifikasi karena telah memahami manfaat langsungnya terhadap keberlangsungan dan
perluasan pasar usaha mereka. Perubahan sikap ini tercermin dari tingginya intensitas pertanyaan peserta
pada sesi konsultasi individual, khususnya terkait estimasi waktu penerbitan sertifikat dan peluang
pemasaran produk ke jaringan ritel modern setelah tersertifikasi.

Perubahan sikap serupa juga tercatat pada berbagai program pendampingan berbasis partisipatif
lain, di mana keterlibatan aktif peserta sejak tahap awal terbukti meningkatkan rasa kepemilikan (sense
of ownership) terhadap proses pendampingan, sehingga peserta tidak sekadar menjadi objek sosialisasi
melainkan mitra aktif dalam keseluruhan proses (Diyah Pertywi Setyawati et al., 2026). Sikap
keterbukaan ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan proses sertifikasi pada tahap-tahap
selanjutnya, mengingat proses administratif menuju penerbitan sertifikat halal resmi umumnya
membutuhkan waktu dan tindak lanjut dari pelaku usaha itu sendiri.

Aspek Tindakan (Psikomotorik/Praktis)

Pada aspek tindakan, dampak paling konkret terlihat dari terdampinginya 5 UMKM secara penuh
dalam proses pengajuan sertifikasi halal gratis. Kelima UMKM tersebut telah melalui tahap simulasi
pengisian dokumen dan berada pada proses lanjutan pengajuan melalui sistem SIHALAL menuju
penerbitan sertifikat halal resmi dari BPJPH, sebuah capaian yang sebelumnya belum pernah dicapai
oleh satu pun UMKM di Desa Alasbuluh. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pendampingan teknis
langsung bukan sekadar penyuluhan satu arah merupakan faktor penentu utama dalam mendorong
tindakan nyata pelaku usaha mikro untuk menindaklanjuti kewajiban sertifikasi halal, sejalan dengan
temuan pada pendampingan UMKM binaan PLUT Sulawesi Selatan yang berhasil mengantarkan
mayoritas peserta hingga tahap penerbitan sertifikat (Ilham, 2022).

Dampak Kelembagaan dan Sosial

Kegiatan ini juga membuka peluang kemitraan jangka panjang antara STAI Nurul Abror Al-
Robbaniyin dengan Desa Alasbuluh, yang direncanakan menjadi desa percontohan (pilot project)
pendampingan sertifikasi halal sebelum diperluas ke kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi. Selain
itu, keterlibatan dua mahasiswi semester VI Program Studi HES sebagai pendamping teknis
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menunjukkan adanya sinergi positif antara pembelajaran teori hukum ekonomi syariah di ruang kelas
dengan realitas tantangan usaha di lapangan, sekaligus menegaskan fungsi kegiatan ini sebagai
laboratorium sosial bagi penguatan kompetensi praktis mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah.

Secara ringkas, indikator capaian dan dampak kegiatan digambarkan dalam Tabel 1 berikut.

Table 1. Indikator Capaian Pendampingan Sertifikasi Halal Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No Indikator Kondisi Sebelum Kondisi Sesudah
1 Pemahaman konsep dan ~ Rendah; peserta belum familiar ~ Meningkat; peserta memahami
prosedur sertifikasi halal dengan sistem SIHALAL alur pendaftaran self-declare
2 Jumlah UMKM dalam 0 dari 10 UMKM peserta 5 UMKM dalam proses pengajuan
proses sertifikasi halal aktif menuju sertifikasi
3 Keterlibatan mahasiswa Belum ada program 2 mahasiswi terlibat aktif sebagai
dalam pengabdian pendampingan berkelanjutan pendamping teknis
4 Kemitraan perguruan Belum ada kerja sama Desa Alasbuluh ditetapkan sebagai
tinggi dan desa formal/berkelanjutan desa percontohan (pilot project)

Sumber: Data primer tim pelaksana PkM, 2026.

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai proses pelaksanaan di lapangan, Tabel 2
menyajikan rangkaian jadwal kegiatan pendampingan yang dilaksanakan dalam satu hari penuh pada 11
Juli 2026. Susunan jadwal ini mencerminkan alur bertahap dari edukasi konseptual menuju
pendampingan teknis, sebagaimana dirancang dalam metode pelaksanaan.

Table 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal

No Waktu Kegiatan Penanggung Jawab

1 08.00 — Registrasi peserta dan pembukaan Panitia / Mahasiswa Pendamping
08.30

2 08.30 — Edukasi konsep halal dan regulasi Uslan, S.E.Sy., M.H.
09.30 sertifikasi

3 09.30 — Sesi bedah produk dan konsultasi Sofiatul Wahidah, S.E., M.H.;
10.30 individual Mabruroh, M.E.

4 10.30 — Simulasi pengisian dokumen sistem Tim Dosen dan Mahasiswa
12.00 SIHALAL Pendamping

5 12.00 — Penetapan 5 UMKM penerima Tim Pelaksana
12.30 pendampingan penuh

6 12.30 - Penutupan dan foto bersama Panitia
13.00

Sumber: Dokumen pelaksanaan kegiatan PkM, 11 Juli 2026.

Perbandingan Capaian dengan Kegiatan Sejenis

Jika dibandingkan dengan capaian pendampingan sertifikasi halal di wilayah lain, rasio
keberhasilan kegiatan di Desa Alasbuluh, 5 dari 10 UMKM peserta (50%) berhasil masuk tahap
pengajuan aktif dalam satu hari kegiatan menunjukkan hasil yang cukup kompetitif mengingat
keterbatasan durasi pelaksanaan. Sebagai perbandingan, pendampingan di Sulawesi Selatan berhasil
mengantarkan 32 dari 40 UMKM (80%) hingga terbit sertifikat dalam kurun waktu empat bulan (Ilham,
2022), sementara pendampingan di Desa Domas mencatat capaian serupa dengan durasi pelaksanaan
yang lebih Panjang (Pardiansyah et al., 2022). Perbedaan rasio capaian ini secara wajar dipengaruhi oleh
perbedaan durasi program, di mana kegiatan di Desa Alasbuluh dilaksanakan secara intensif dalam satu
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hari sebagai tahap awal (pilot), sehingga capaian 50% UMKM mencapai tahap pengajuan aktif dapat
dipandang sebagai hasil awal yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui program
pendampingan lanjutan yang lebih panjang durasinya.

Dokumentasi Kegiatan

Rangkaian kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini didokumentasikan secara fotografis oleh
tim pelaksana, mencakup suasana pembukaan kegiatan, sesi edukasi konsep halal dan regulasi
sertifikasi, sesi bedah produk dan konsultasi individual antara dosen dengan masing-masing peserta
UMKM, proses simulasi pengisian dokumen pendaftaran melalui sistem SIHALAL bersama mahasiswa
pendamping, hingga foto bersama tim pelaksana, mahasiswa, dan seluruh peserta UMKM pada akhir
kegiatan. Dokumentasi ini menjadi bukti fisik pelaksanaan kegiatan sekaligus bahan evaluasi internal
bagi tim pelaksana dalam merancang program pendampingan lanjutan yang lebih efektif

Analisis dalam Kerangka Maqashid Al-Syariah: Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini dapat
dianalisis melalui kerangka teori maqashid al-syariah, khususnya pada dimensi hifz al-mal
(perlindungan harta) dan perlindungan terhadap konsumen Muslim. Sertifikasi halal berfungsi sebagai
instrumen hukum yang memastikan kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus
menjadi bentuk perlindungan bagi konsumen dari ketidakpastian (gharar) mengenai status kehalalan
suatu produk, sebagaimana ditegaskan dalam kajian yang menempatkan sertifikasi halal sebagai wujud
konkret perlindungan konsumen Muslim berdasarkan analisis maqgashid syariah dan hukum positif (Al
Mustaqgim, 2023).

Merujuk pada klasifikasi Asy-Syatibi, kepemilikan sertifikat halal bagi produk UMKM dapat
dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan dharuriyat, yaitu kebutuhan pokok dan fundamental yang
menjadi syarat mutlak terwujudnya kemaslahatan, karena berkaitan langsung dengan penjagaan agama
(hifz al-din) konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya. Sementara itu,
proses pendampingan teknis, konsultasi individual, dan simulasi pengisian dokumen yang memudahkan
peserta dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan hajiyat, yakni upaya meringankan kesulitan
yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban dharuriyat tersebut. Adapun aspek tahsiniyat
tercermin dari penguatan branding dan kepercayaan konsumen yang diperoleh UMKM pascasertifikasi,
sebagai nilai tambah yang menyempurnakan manfaat dasar dari kepemilikan sertifikat halal itu sendiri
(A’yun, 2025).

Kaidah fikih al-wasa'il laha hukm al-maqasid (sarana mengikuti hukum tujuannya) relevan
digunakan untuk menjelaskan kedudukan sertifikasi halal dalam konteks ini. Sertifikasi halal pada
dasarnya adalah sarana (wasilah) untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar, yaitu terjaminnya
kehalalan produk yang dikonsumsi umat serta terciptanya kemaslahatan (mashlahah) ekonomi bagi
pelaku usaha melalui perluasan akses pasar. Oleh karena itu, kewajiban sertifikasi halal tidak dapat
dipandang semata sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan
maslahah bagi produsen dan konsumen sekaligus. Pandangan ini juga sejalan dengan pendekatan sistem
(systems approach) yang dikemukakan Auda, 2008), yang menegaskan bahwa maqashid al-syariah
harus dipahami secara dinamis untuk merespons perubahan sosial-ekonomi, termasuk kebutuhan
regulasi jaminan produk halal di era modern.

Relevansi dengan Regulasi dan Kebijakan Afirmatif

Dari sudut pandang regulasi, kegiatan ini juga relevan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menempatkan kewajiban sertifikasi halal sebagai
bagian dari perlindungan konsumen sekaligus peningkatan daya saing produk nasional. Skema self-
declare yang diperkenalkan pemerintah melalui BPJPH merupakan kebijakan afirmatif yang dirancang
untuk menjangkau pelaku UMKM dengan risiko produk rendah, sehingga kehadiran pendampingan dari
perguruan tinggi menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut di tingkat akar
rumput, mengingat kesenjangan literasi hukum dan digital masih menjadi kendala utama di banyak
wilayah perdesaan (Devi & Mutoharoh, 2024) . Hal ini juga sejalan dengan temuan bahwa sertifikasi
halal berkorelasi positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan potensi pertumbuhan omzet
UMKM (Camelia et al., 2024), sehingga pendampingan yang berorientasi pada penyelesaian tuntas
administrasi sertifikasi memiliki nilai strategis jangka panjang bagi keberlangsungan usaha peserta.
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Faktor Pendorong dan Penghambat

Beberapa faktor pendorong keberhasilan kegiatan ini antara lain: adanya kebijakan gratis biaya
pendampingan yang menghilangkan hambatan pembiayaan awal bagi UMKM mikro; pendekatan
pendampingan yang bersifat langsung dan personal (bukan sekadar sosialisasi satu arah); serta
keterlibatan mahasiswa yang memperkuat kapasitas tim pelaksana dalam memberikan asistensi teknis.
Pola pendampingan partisipatif semacam ini sejalan dengan prinsip Participatory Action Research yang
menempatkan peserta sebagai mitra aktif, sebagaimana terbukti efektif pada berbagai program
pemberdayaan UMKM berbasis digital di wilayah perdesaan lain (Diyah Pertywi Setyawati et al., 2026).

Sementara itu, faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan
dalam satu hari kegiatan, yang menyebabkan proses bedah produk dan konsultasi individual harus
dilakukan secara padat; serta perlunya pendampingan lanjutan bagi 5 UMKM yang belum memenuhi
kriteria administratif pada tahap awal, terutama terkait kelengkapan Nomor Induk Berusaha dan
kejelasan dokumentasi proses produksi. Kendala serupa turut ditemukan pada berbagai program
pendampingan sertifikasi halal di wilayah lain, di mana keterbatasan waktu pelaksanaan program
menjadi faktor yang membatasi jumlah UMKM yang dapat didampingi hingga tuntas dalam satu periode
kegiatan (Pardiansyah et al., 2022).

Implikasi Praktis dan Teoretis

Secara praktis, model pendampingan yang dikembangkan dalam kegiatan ini — memadukan
edukasi konseptual, konsultasi individual, dan pendampingan teknis langsung — dapat menjadi rujukan
bagi perguruan tinggi lain, khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam, dalam merancang program
pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian tuntas persoalan riil di masyarakat,
bukan sekadar kegiatan seremonial sosialisasi. Model ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan
mahasiswa sebagai pendamping teknis dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas jangkauan
pendampingan tanpa mengurangi kualitas layanan, sekaligus memberikan manfaat pembelajaran
lapangan yang otentik bagi mahasiswa itu sendiri.

Secara teoretis, kegiatan ini berkontribusi memperkaya kajian penerapan hukum ekonomi syariah
dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat berbasis komunitas (community-based economic
empowerment), khususnya dengan menunjukkan bagaimana kerangka maqashid al-syariah —
dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat — dapat diaplikasikan secara operasional untuk memaknai program
pendampingan sertifikasi halal, tidak hanya sebagai kajian normatif-tekstual semata. Kegiatan ini
sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai agen intermediasi antara
regulasi negara dan kebutuhan riil masyarakat, sejalan dengan fungsi ideal perguruan tinggi dalam
menjalankan Tri Dharma secara terintegrasi.

Keterbatasan Kegiatan

Adapun keterbatasan dari kegiatan ini terletak pada cakupan sasaran yang masih terbatas pada
satu desa serta belum tersedianya data evaluasi jangka panjang mengenai keberhasilan UMKM pasca-
memperoleh sertifikat halal, termasuk dampaknya terhadap peningkatan omzet dan perluasan pasar
secara terukur. Selain itu, jumlah subjek dampingan yang relatif kecil (10 UMKM) membatasi
generalisasi temuan pada konteks yang lebih luas, sehingga diperlukan kajian dan pendampingan
lanjutan dengan cakupan sasaran yang lebih besar untuk mengukur dampak ekonomi secara lebih
komprehensif dan representatif.

Sebagaimana diberitakan oleh media lokal, kegiatan ini mendapat perhatian publik karena dinilai
menjadi terobosan pendampingan yang bersifat gratis dan menyeluruh, berbeda dengan layanan yang
selama ini dirasakan berbelit oleh pelaku usaha kecil , sebuah indikasi bahwa model pendampingan
partisipatif berbasis kampus memiliki resonansi positif di tingkat masyarakat akar rumput dan berpotensi
direplikasi pada wilayah-wilayah lain dengan karakteristik UMKM serupa.

Rekomendasi Kebijakan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat
dipertimbangkan bagi keberlanjutan program. Pertama, perlu dilakukan pendampingan lanjutan secara
berkala bagi 5 UMKM yang belum memenuhi kriteria administratif pada tahap awal, khususnya dalam
pengurusan Nomor Induk Berusaha dan penyusunan dokumentasi proses produksi, agar dapat menyusul
memperoleh sertifikat halal pada periode berikutnya. Kedua, perlu dibangun mekanisme monitoring
pascakegiatan yang terstruktur untuk memastikan proses pengajuan sertifikasi 5 UMKM terpilih dapat
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diselesaikan hingga terbit sertifikat resmi dari BPJPH, termasuk evaluasi berkala terhadap kendala teknis
yang mungkin timbul selama proses verifikasi.

Ketiga, program pendampingan serupa perlu diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan
Wongsorejo dan sekitarnya sebagai bentuk replikasi model pendampingan yang telah terbukti efektif,
dengan mempertimbangkan penambahan durasi pelaksanaan agar proses bedah produk dan konsultasi
individual dapat dilakukan secara lebih mendalam. Keempat, kerja sama kelembagaan dengan
pemerintah desa dan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Kantor Kementerian Agama
setempat, perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan program pemberdayaan UMKM berbasis
kepatuhan syariah ini, termasuk kemungkinan sinkronisasi dengan program sertifikasi halal gratis yang
diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah. Kelima, bagi kalangan akademisi, disarankan
dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat evaluatif dan longitudinal untuk mengukur dampak ekonomi
konkret dari kepemilikan sertifikat halal terhadap omzet dan perluasan pasar UMKM pascasertifikasi,
sehingga signifikansi program pendampingan semacam ini dapat diukur secara lebih terukur dan
berbasis data.

Kontribusi bagi Pengembangan Tridarma dan Kurikulum Program Studi

Selain dampak langsung terhadap UMKM peserta, kegiatan ini juga memberikan kontribusi bagi
pengembangan internal Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam memperkuat
relevansi kurikulum dengan kebutuhan praktik di lapangan. Pengalaman lapangan yang diperoleh
mahasiswa pendamping dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan mata kuliah yang lebih
aplikatif, seperti penguatan materi praktikum hukum jaminan produk halal dan simulasi pendampingan
regulasi berbasis studi kasus nyata. Model pendampingan ini juga membuka peluang institusionalisasi
kegiatan serupa sebagai program tahunan atau semesteran yang terintegrasi dengan mata kuliah tertentu,
sehingga keberlanjutan program tidak semata bergantung pada inisiatif dosen secara individual,
melainkan menjadi bagian dari desain kurikulum berbasis pengabdian (service-learning) yang
terstruktur.

Dari sisi pengembangan kelembagaan, keberhasilan kegiatan ini juga dapat menjadi basis
argumentasi bagi Program Studi dalam mengajukan skema pendanaan pengabdian yang lebih besar
kepada pemangku kepentingan eksternal, baik dari pemerintah daerah, kementerian terkait, maupun
lembaga filantropi yang memiliki perhatian pada isu pemberdayaan ekonomi umat berbasis kepatuhan
syariah. Dengan basis capaian yang terukur sebagaimana disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2, proposal
keberlanjutan program dapat disusun secara lebih meyakinkan dan berbasis bukti (evidence-based),
sehingga peluang keberlanjutan pendanaan dan perluasan cakupan wilayah dampingan menjadi lebih
terbuka pada periode-periode mendatang.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa pendampingan sertifikasi halal skema self-
declare bagi 10 UMKM makanan ringan di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten
Banyuwangi, yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Nurul Abror Al-
Robbaniyin pada 11 Juli 2026, terbukti berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan ini berhasil
meningkatkan pemahaman seluruh peserta mengenai konsep dan prosedur sertifikasi halal pada aspek
pengetahuan, mendorong perubahan sikap peserta dari yang semula memandang sertifikasi sebagai
beban birokratis menjadi lebih terbuka dan termotivasi, serta mengantarkan 5 UMKM terpilih ke tahap
pengajuan aktif sertifikasi melalui sistem SIHALAL sebagai capaian konkret pada aspek tindakan.

Kegiatan ini menegaskan bahwa pendampingan yang bersifat gratis, personal, dan berkelanjutan
bukan sekadar sosialisasi satu arah merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan
sertifikasi halal di tingkat UMKM mikro perdesaan. Dianalisis melalui kerangka teori maqashid al-
syariah, kegiatan ini relevan dimaknai sebagai perwujudan pemenuhan kebutuhan dharuriyat (hifz al-
din dan hifz al-mal) melalui kepemilikan sertifikat halal, kebutuhan hajiyat melalui pendampingan teknis
yang meringankan kesulitan pelaku usaha, serta kebutuhan tahsiniyat melalui penguatan kepercayaan
dan daya saing produk pascasertifikasi. Kegiatan ini juga berhasil menjadi wahana pembelajaran praktis
bagi mahasiswa Program Studi HES dan membuka peluang kemitraan berkelanjutan antara perguruan
tinggi dengan Desa Alasbuluh sebagai desa percontohan pendampingan sertifikasi halal di Kabupaten
Banyuwangi. Penelitian dan pendampingan lanjutan dengan cakupan sasaran yang lebih luas diperlukan
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untuk mengukur dampak ekonomi jangka panjang serta memperkuat replikasi model pendampingan ini
ke desa-desa lain di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya.
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